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REPAUA DINAB 1PENANAMAN MODA| DAN PELAYANAN TEHBADU BAT( P11 (ARUEATEN SI0IAL,
Monimbang S bahwadalam gk momboran — kopastian b vepads
penyelonggaran Pondidikg, Anak Usia Dinl (PAUL) dalatn mermbernvan
layanan pondidikan Kkepatla Mutynraknl potht diterbitvan 120 Pendidan

dan Ponyolongntann Pondichian Anak gl Dinl (PAUD);

b bahwa bordasarkin Koputusan Kopala Dinag Pondidivan, Pomuda dan

y Olahraga Kabupaton Sinjal Nomaor A2 9156065108 C/2015 tentang
Patpanfangan  12In - Operasiona Ponyolonggaraan  dan  Pengelolaan
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA LAUT* Dt Pufay Fuhung Pitue
Kocamaton Pulao Sombilan yang borakhir masa berlakunya pada tanggz)
26 Apiil 2021, maka porlu diterbitkan (2in Operasional Penyelenggaraan
Pondidikan Anak Ugla Din| (PAUD) yang baru;
¢ bahwa bordasarkan pertimbangan sobagalmana maksud huref 5 dan
hurut b, dipandang porly ditotapkan dongan keputusan Kepala Dinas
Ponanaman Modal dan Polayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
lentang 1zin- Oporaslonal Ponyclenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) "KELOMPOK BERMAIN MUTIARA LAUT" Desa Pulau Buhung
Pitue, Kecamatan Pulau Sombllan:

Mengingat . . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentany Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Sulawes! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
' 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
h Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Y Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); :
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 5679);
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undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasj
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atag
UndanSJ-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
gomc))r 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
670);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);
Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 23);
Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);
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Pormohonan Penanggung Jawab KELOMPOK m—,uMNN,’:V' Mare!

l./\}Jl Nomor 421, 1/08/KBIMLIPSI2021, Tanggal '(),,m.-mlmml
'?;()31 I Perhal  Permohonan  Penerbitan 1711
enyolonggaraan: atong
2. Ak Nolaris Nomor : 60 Tanggal 17 Novembor }(Ell; !:/‘I’U'I'I/\.RA
Pondidikan Anak Usia Dinl Mutiara Laut Disingka! PA
. il ginjal Nomor
3. Rokomondas! Toknis Dinas Pondidikan Kabupalof -7 )'m-j‘mu“” Lzin
TT/235/DP, Tanggal 15 April 2021, Perihal penerbitan PerP:
Operaslonal Penyelenggaraan;
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : K Usla Dinl
Kesatu © Memberikan 1zin Operaslonal Penyelenggaraan pondidikan Ana
(PAUD), Kepada :
T
Namalembaga @ KELOMPOK BERMAIN MUTIARA :;ﬁllju Buhung PiLue,
Alamal Lembaga © Dusun |, Pulau Burung Loe, Desa Ul Sinjal
Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten
Penanggung Jawab ROSDIANAH 6
H & ini PA D
Kedua © |zin Pendirian dan Penyelenggaraan pondidikan Anak Uil :nn[()'g;al :(26 Apri
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tang
2021 sampai dengan 26 April 2024, . Usia Dini
Ketiga . Permohonan lzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pe"d‘g'k?:k:\;; ?:
(PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhlmya masa or b 4 q;l'll' dfioan
Keempat . Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesud
ketentuanperundang-undangan.
Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 21 April 2021
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,
EE=NE
%\3‘% A ;"n
h:.‘.&‘;k\ s
LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Sl
Pangkat ; Pembina Utama Muda / Ve
NIP : 197011301990031002
Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjal (Sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;

3. Camat Pulau Sembilan;

4. Arsip.
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